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Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksanana Teknis(UPT) Pengelolaan dan 
Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah(BAPENDA) Provinsi Riau 
dengan tujuan untuk mengetahui: (1)Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor(PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)  Pada 
UPT Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang BAPENDA Provinsi Riau. 
(2)Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat untuk 
membayar PKB dan BBN-KB. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 
data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, tinjauan pustaka, dan 
kuisioner. Dalam menganalisis data-data, penulis menggunakan pendekatan 
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan (1)Implementasi 
Pembayaran PKB dan BBN-KB pada UPT Pengelolaan Dan Pendapatan 
Bangkinang BAPENDA Provinsi Riau belum efektif sehingga penerimaan PKB 
dan BBN-KB  belum mencapai target yang di inginkan. Hal tersebut dikarenakan  
WP yang terdaftar belum membayar PKB dan BBN-KB. Serta kurang  
berjalannya  fungsi  pengawasan  dan penindakan  berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2011  pasal  37  ayat  2  yang  dilakukan  petugas  perpa-
jakan terhadap  wajib  pajak  yang  ada  di  Kabupaten  Bangkinang.  Tentunya  
berdampak pada  kurangnya  penerimaan  kas  negara  untuk  mewujudkan  
pembangunan daerah.(2) faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat 
untuk membayar PKB dan BBN-KB yaitu: Tingkat ekonomi, Pemahaman 
terhadap system pemungutan pajak, Pelayanan dan fasilitas yang kurang baik, 
Jarak yang ditempuh oleh wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan 
bermotor. 
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1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi 
pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat. Dalam mendukung pembangunan 
nasional, pajak dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Sumber 
penerimaan negara dari pajak harus terus di tingkatkan. Oleh karena itu 
diperlukan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin 
pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.  
Secara umum pajak merupakan sumber  pembiayaan yang paling besar 
bagi negara. Untuk timbulnya kewajiban pajak, tentunya harus ada masyarakat. 
Karena pajak diadakan untuk memenuhi kebutuhan bersama atau kepentingan 
umum. Sumber pendapatan daerah salah satunya adalah pajak daerah, yang 
diharapkan mampu membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan 
otonominya.  
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan 
peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan 
pemerintah dan pembangunan daerah sebagai hukum publik yang dicatat dan 
dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Sumber 
pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil atau 





(DAK) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, 
dana penyesuain dan otonomi khusus, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD 
terdiri dari dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
dan lain-lain  pendapatan daerah yang sah.  
Provinsi riau terdapat peraturan yang mengatur tentang perpajakan yaitu 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada 
Peraturan Daerah ini ada beberapa jenis pajak yang diatur yaitu Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan 
Bemotor adalah Semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di 
semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 
tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 
termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dua 
dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 
dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor di pungut atas kepemilikan dan/ 
atau penguasaaan kendaraan bermotor. Setiap wajib pajak diharuskan membayar 
pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan 
wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor balik 
kendaraan umum maupun bukan umum. Pada pasal 9 angka 1 menyebutkan pajak 
kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12(dua belas) bulan berturut-
turut terhitung mulai saat pendafaran kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak 





penegakkan hukum yang dilakukan oleh petugas dibidang perpajakan hal ini 
sesuai dengan amanat pasal 37 ayat 2 yang berbunyi pejabat dibidang perpajakan 
daerah dapat melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak. 
Tata cara pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor terhadap wajib 
pajak dilakukan di kantor SAMSAT. Di kantor tersebut terdapat tiga instansi yang 
terlibat dalam penanganan pajak kendaraan bermotor. Ketiga instansi tersebut 
adalah Kepolisian Satlantas, UPT Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Badan 
Pendapatan Daerah, dan Asuransi (Jasa Raharja). Pada wilayah Provinsi Riau 
terdapat satu kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang mengakumula-
sikan pajak kendaraan bermotor di setiap daerah Kabupaten/Kota. Untuk 
memudahakan pelayanan terhadap Wajib Pajak, Gubernur selaku kepala daerah 
menetapkan Unit Pelakasana Teknis (UPT) di setiap daerah Kabupaten/Kota. Di 
kabupten Kampar terdapat tiga UPT Badan Pendapatan Daerah yaitu pada kantor 
UPT Pendapatan Kubang, UPT Pendapatan Tapung dan UPT Pendapatan 
Bangkinang.  
Penggunaan kendaraan bermotor di Bangkinang dari tahun ke tahun terus 
meningkat dan menambah keuntungan bagi pemerintah daerah dalam penerimaan 
pajak. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang memberikan 
kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan PAD. Untuk mengetahui 
tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah 
setiap tahunnya, maka perlu adanya pembanding yaitu dengan membandingkan 





Peran PAD sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam 
pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah(PAD) 
maka akan semakin tinggi kualitas otonominya. Namun sebaliknya semakin 
sedikit Pendapatan Asli Daerah(PAD) maka, semakin rendah pula kualitas 
ekonominya. Tinggi atau rendahnya pendapatan daerah di dasarkan pada 
kepatuhan wajib pajak  dalam membayar pajak. Meskipun pun sudah tersedia 
ancaman hukum pidana bagi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi 
kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya 
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.  
Tabel 1.1 
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Yang 
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-KB pada UPT Pengelolaan 
dan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2017 s/d 2019 
No. Tahun Pajak WP Terdaftar WP Membayar Tingkat Kepatuhan 
WP(%) 
1. 2017 78.198 63.657 81.40 
2. 2018 89.415 74.479 83.29 
3. 2019 90.607 79.728 87.99 
Sumber: Kepolisian Satlantas dan UPT Pendapatan Bangkinanang 
Dari tabel diatas dapat kita lihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak di setiap 
tahunnya mengalami peningkatan. Dan dari tabel diatas juga dapat dilihat masih 
banyak WP yang terdaftar belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan 





membayar hanya 63.657. Pada tahun 2018 WP yang terdaftar 89.415 sedangkan 
yang WP yang membayar hanya74.479. Dan Pada tahun 2019 WP yang terdaftar 
90.607 sedangkan yang WP yang membayar hanya 79.728.  
Oleh karena itu agar pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik 
nama kendaraan bermotor dapat terimplementasikan dengan efekif. Maka perlu 
diadakan upaya dalam melakukan perbaikan terhadap penerimaan pajak daerah. 
Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu dengan 
mengadakan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat tentang pentingnya pajak 
daerah khususnya pajak kendaraan bermotor guna kepentingan umum untuk 
pembangunan daerah. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas 
akhir dengan judul “ Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pendapatan 
Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang 
akan diteliti adalah: 
1. Bagaimana Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pendapatan Bangki-
nang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau? 
2. Apa Faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat untuk membayar 





1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian: 
a. Untuk mengetahui Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pen-
dapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat 
unuk membayar pajak kendaraan  bermotor dan bea balik nama kendaraan 
bermotor? 
1.3.2 Manfaat Penelitian: 
a. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam 
menerapkan ilmu pengetahuan. 
b. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis 
lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan 
datang. 
c. Sebagai masukan bagi Instansi terkait serta masyarakat agar pembayaran 
Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama dapat 
terimplementasikan dengan efektif. 
1.4 Metode Penelitian 
Untuk mendapatakan suatu data yang akurat dan relevan dengan 





1.4.1 Tempat Penelitian 
 Penelitian dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan 
Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat 
di jalan Letnan Boyak Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.  
1.4.2 Waktu Penelitian 
Penulis melakukan penelitian pada tanggal 01 Februari 2020 sampai 31 Maret 
2020. 
1.4.3 Jenis  Data 
 Jenis Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini 
menggunakan dua sumber data sebagai berikut: 
a. Data Primer 
 Menurut Sugiyono (2012: 150) Data Primer adalah data yang dikumpul-
kan oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti 
dan untuk peneliti kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa 
interview dan observasi. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi melalui 
hasil penelitian dilapangan dan melakukan wawancara langsung terkait 
permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai pajak kendaraan bermotor dan 
bea balik nama kendaraan bermotor  dengan pihak-pihak yang ada hubungannya 
dengan penelitian ini.  
b. Data Sekunder  
 Menurut Sugiyono (2012: 150) Data Skunder adalah data yang diperoleh 





oleh berbagai instansi lain, biasanya sumber data berupa data dokumentasi atau 
berupa arsip-arsip resmi secara tidak langsung melalui media perantara atau 
diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.  
 Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 
telah tersusun dalam arsip yang tidak dipublikasikan. Seperti informasi penelitian 
ini diperoleh dari studi perpustakaan, buku-buku penunjang lainnya yang 
membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, dan data-data yang 
dibutuhkan dalam tugas akhir yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis 
Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
Provinsi Riau serta dari Kepolisian Satlantas. 
1.4.4 Metode Pengumpulan Data 
Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari: 
a. Observasi yaitu merupakan pengamatan secara langsung ke tempat 
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan 
melalui analisa data-data dan informasi tersedia. 
b. Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang secara 
langsung bertanya kepada informan dengan cara bertatap muka langsung. 
c. Dokumentasi yaitu pengambilan dan pemanfaatan data-data yang ada di 
instansi, data-data tersebu didapat dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen 
yanga ada di instansi Upt Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
d. Tinjauan pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi 





e. Daftar pertanyaan atau kuisioner, suatu daftar yang memuat pertanyaan 
yang diperoleh dari Wajib Pajak. 
1.4.5 Analisis Data 
 Dalam menganalisis data-data, penulis menggunakan pendekatan 
kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian menggunakan deskripsi 
(gambaran/ penjelasan) secara detail dengan melakukan pengolahan data atau 
menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan 
rumusan masalah yang telah ditentukan. Data yang diperoleh dari hasil 
wawancara penulis sajikan dalam bentuk uraian dengan memperhatikan pendapat 
para ahli yang berkenan dengan penulisan dalam penelitian ini. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis meyajikan 
sistematika penulisan ini atas beberapa bagian yaitu: 
BAB  I :  PENDAHULUAN 
  Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.  
BAB II :  GAMBARAN UMUM DAN LOKASI  PENELITIAN 
  Dalam bab ini yang terdiri dari gambaran umum tentang 
Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 
Visi dan misi, Strutuk Organisasi, Uraian Tugas di Unit 
Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang 





BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan 
tentang Implementasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea 
Balik Nama Knendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan 
Dan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Bankinang 
Provinsi Riau. Dalam bab ini juga membahas tentang 
tinjauan teori-teori yang berhubungan tentang implementasi 
dan pajak. 
BAB lV  :  KESIMPULAN DAN SARAN 
   Bab ini merupakana bagaian akhir yang terdiri dari 
kesimpulan dan saran. Dikemukakan atas dasar penelitian 


















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  
2.1 Sejarah Singkat UPT Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau  
Kantor UPT Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Bapenda Provinsi 
Riau pada awalnya dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 
Riau No. Kpts. 29 Januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintahan dalam 
rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah melalui Perda No.5 Tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat 
Otonomi Daerah di dasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 diubah menjadi Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dan pada tahun 2017 diubah menjadi Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
 Berdasarkan amanat PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No.9 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Data Kerja Provinsi 
Riau (SOTK) diantaranya Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau mempunyai 
kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar 
asas otonomi daerah dan tugas pembantu bidang pendapatan serta dapat 
ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang di perintahkan oleh 







dekonsentrasi UPT Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
2.2 Visi UPT Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau 
Visi UPT Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau adalah “Terwujudya Provinsi Riau sebagai Pusat 
Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang 
Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2020.” 
2.3 Misi UPT Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Riau 
1. Terdatanya potensi penerimaan baik dalam bentuk PAD maupun dana 
pemerintah.  
2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendapatan 
daerah. 
3. Terselenggaranya sinkronisasi dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. 
4. Optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif 
sekaligus optimalisasi penerimaan daerah. 
5. Terlaksananya akuntabilitas kinerja aparat BAPENDA menuju good 
government. 
2.4 Bagian/ Unit Kerja UPT Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
Adapun bagian/ unit kerja UPT pendapatan provinsi riau adalah sebagai berikut: 





2. Kasubbag Tata Usaha 
3. Kasi Penerimaan dan Penetapan 
4. Kasi Penagihan dan Pembukuan 
5. Staf TU 
6. Pendaftaran / Bagian Pelayanan 
7. Bendahara Khusus Penerimaan 



































2.5 Struktur Organisasi  
Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan dan Pendapatan 















Sumber: Upt Pengelolaan Dan Pendapatan Bangkinang Bapenda Provinsi Riau 
  
2.6 Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja  
UPT Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau mempunyai unit kerja masing-masing yaitu: 
 
 
 KANTOR UPT PENGELOLAAN DAN 
PENDAPATAN BANGKINANG 
BAPENDA PROVINSI RIAU 
KASSUBAG TATA USAHA 
KETATA USAHAAN, KEPEGAWAIAN 
DAN ADM UMUM 
KASI PENERIMAAN DAN 
PENETAPAN 










1. Kepala UPT 
Memimpin pekerjaan secara keseluruhan di semua bidang, melakukan 
sebahagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang 
yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebahagian daerah kabupaten atau kota 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan. 
2. Kasubag Tata Usaha 
a. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, 
keamanan UPT, melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.  
b. Menerima, menganalisa, dan mengendalikan Administrasi surat menyurat 
UPT, mengetik, mengolah, mencatat, dan mengadakan naskah.  
c. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian dan menghimpun serta 
menyusun investarisasi data kepegawaian UPT.  
d. Melaksanakan penyelesaian Administrasi gaji pegawai UPT, serta 
menyusun rencana anggaran UPT.  
3. Kasi Penerimaan dan Penetapan  
a. Menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan Pendapatan UPT. 
b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penetapan 
pajak daerah, pemungutan dan penagihan pajak daerah di wilayah kerja 
UPT yang telah ditetapkan.  
c. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor 
SAMSAT pada setiap harinya dan pengkoordinasian serta pengelolaan 





d. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.  
4. Kasi Penagihan dan Pembukuan  
a. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah, dan 
menyusun laporan penerimaan pajak daerah masing-masing UPT. 
b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan 
pelaporan UPT. 
c. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang Penagihan dan Pembukuan, 
serta pelayanan di bidang Penagihan dan Pembukuan.  
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan di bidang 
Penagihan dan Pembukuan.  
5. Staf TU  
a. Mengontrol persediaan SKPD, SPPKB, dan plastik SKPD 
b. Membuat pengajuan permintaan blangko SKPD, SPPKB, danplastik 
SKPD. 
c. Ekspedisi surat menyurat ke Kantor Badan Provinsi Riau dan Biro 
Keuangan Pemprov Riau.  
6. Pendaftaran/ Bagian Pelayanan 
a. Memberikan formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kenderaan 
Bermotor (SPPKB) kepada Wajib Pajak setelah persyaratan lengkap.  
b. Mengontrol Penetapan Nilai Jual Kenderaan Bermotor (NJKB)  untuk 
Merk dan Type Kenderaan, mengentry data type kendaraan yang belum 





c. Korektor kutipan dan Surat Pajak Daerah (SKPD) Perpanjangan, Bea 
Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Duplikat. 
d. Mengentry data Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) yang belum ada 
(kosong) di UPT Pendapatan Kampar. 
7. Bendaharaan Khusus Penerimaan 
a. Melayani Penerimaan Pajak Daerah (PKB, BB-KB, PKB Alat2 Berat, 
BBN-KB Alat2 Berat, AP, SP3). 
b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya (menerima 
uang, menghitung dan menyetorkan uang pajak perpanjangan, duplikat, 
rubah jenis, ganti nopol, BBNKB, mutasi masuk dan keluar).  
c. Mempertanggung jawabkan secara Administrasi atas pengelolaan uang 
menjadi tangung jawabnya dengan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran / kuasa 
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya.  
8. Bendahara Khusus Pengeluaran 
a. Melayani belanja rutin UPT Pendapatan Bangkinang, mengarsipkan surat 
masuk dan keluar, mengagendakan dan menindaklanjuti surat masuk dan 
keluar.  
b. Membuat laporan Pemakaian Anggaran Rutin UPT Pendapatan Kampar, 






9. Kasir  
Mempertanggung jawabkan penerimaan uang pajak Kenderaan Bermotor 
(PKB) Pengesahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyetorkan uang 
tersebut kepada Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan PKB dan 
































Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama pada UPT Pengelolaan Dan Pendapatan Bangkinang Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau belum efektif sehingga penerimaan PKB 
dan BBN-KB  belum mencapai target yang di inginkan. Hal tersebut 
dikarenakan  WP yang terdaftar belum membayar Pajak Kendaraan 
Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Serta kurang  
berjalannya  fungsi  pengawasan  dan penindakan  berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2011  pasal  37  ayat  2  yang  dilakukan  petugas  
perpajakan terhadap  wajib  pajak  yang  ada  di  Kabupaten  Bangkinang.  
Tentunya  berdampak pada  kurangnya  penerimaan  kas  negara  untuk  
mewujudkan  pembangunan daerah. 
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat dalam membayar 
pajak kendaraan bermotor yaitu: 
a. Tingkat ekonomi masyarakat. 
b. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak 







d. Jarak yang ditempuh oleh wajib pajak untuk membayar pajak 
kendaraan bermotor. 
4.2 Saran  
Adapun saran dari penulis kepada pegawai/staff UPT Pengelolaan Dan 
Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah: 
1. Mempertahankan upaya-upaya yang telah dilakukan serta melakukan 
evaluasi terhadap target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung 
kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk 
menentukan target yang realistis, serta memperluas basis penerimaan dan 
mencari trobosan terbaru seperti menerapkan samsat keliling di setiap 
kabupaten supaya jarak tidak menjadi faktor penghambat masyarakat 
dalam membayar PKB dan BBN-KB dan sehingga penerimaan capaian 
target PKB dan BBN-KB ditahun berikutnya meningkat. 
2. Perlu adanya penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung, yang 
hendaknya dilakukan secara terus menerus dan merata kepada seluruh 
masyarakat menegenai pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor 
dan bea balik nama kendaraan bermotor. 
3. Pelaksanaan pendataan kelapangan terhadap Objek maupun Subjek pajak 
sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, agar dilakukan secara 
teratur. 
4. Memindak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam 





5. Meningkatkan system pelayanan untuk mempermudah pembayaran pajak, 
pemberian informasi melalui media baik media cetak dan elektrik, para 
wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi yang 
berkaitan dengan pajak dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat 
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Judul : Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Pada Unit Peaksana Teknis Pengelolaan dan Pendapatan Bangkinang 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
a. Kami mohon kepada Bapak/Ibu agar dapat menjawab pertanyaan ini: 
b. Pertanyaan ini digunakan untuk penelitian tugas akhir sebagai syarat 
mendapatkan gelar Diploma Ahli Madya UIN SUSKA Riau 
c. Jawablah pertanyaan dibawah ini berdasarkan pendapat Bapak/Ibu 
d. Terimakasih kami sampaikan kepada bapak/ibu atas waktu dan 
kesempatan serta kerjasamanya. 
Pertanyaan: 
1. Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat sudah menyadari tentang 
kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan 
bermotor? 
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghamabat masyarakat atau wajib 
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor? 
3. Tindakan apa yang akan bapak lakukan ketika menemukan masyarakat 
atau wajib pajak yang melanggar untuk melaksanaan kewajibannya dalam 
membayar pajak kendaraan bermotor? 
4. Apa saja sanksi dari keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor 




5. Apakah implementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea 
balik nama pada UPT Pengelolaandan Pendapatan Bangkinang Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau sudah efektif? 
6. Bagaimana upaya Bapak/ Ibu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 
























Judul penelitian Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Pada UPT Pengelolaan Dan Pendapatan Bangkinang Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
Nama    : 
Pekerjaan   : 
Alamat   : 
Jenis kendaraan bermotor : 
Roda dua  roda empat    
Tandai jawaban dibawah ini sesuai dengan pendapat saudara. 
 
1. Apakah suadara sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak 
kendaraan bermotor? 
           a. sudah        b. belum 
2. Apakah  saudara sudah  mengetahui  peraturan  yang  mengatur  tentang  
pajak kendaraan bermotor? 
           a. Sudah                     b.  belum 
3. Apakah  saudara  mengetahui  pasal  yang  mengatur  tentang  kewajiban 
membayar pajak tahunan kendaraan bermotor sesuai  Perda Provinsi Nomor 8 
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah? 
a.  ya           b.  tidak 
4. Apakah  Saudara  sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak 
kendaraan bermotor tahun ini? 
a.  Sudah         b.  Belum 
5. Apakah faktor jarak mempengaruhi saudara dalam membayar pajak? 
a.  ya         b.  tidak 




a.  ya        b.  tidak 
7.  Apakah  fasilitas  pelayanan  kantor UPT pengelolaan danpendapatan  
Bangkinang  sudah  memadai  bagi wajib pajak? 
a.  sudah       b.  belum 
8. Apakah faktor jarak mempengaruhi saudara dalam membayar pajak? 
a.Ya      b. tidak 
10. Apakah tingkat penghasilan mempengaruhi saudara dalam membayar 
pajak? 
a.Ya      b. tidak 
1. Apakah fasilitas pelayanan kantor UPT pengeolaandan pendapatan 
bangkinang sudah memadai bagi wajib pajak? 




2. Apakah saudara mengetahui bahwa pembayaran pajak harus dilakukan 
tepat waktu? 
a.Ya      b. tidak 
3. Apakah saudara mengetahui cara perhitungan besaran denda telat bayar 
kendaraan bermotor? 







































































Wawancara dengan Bapak Azhar S.H yang merupakan Kepala seksi Penerimaan 
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